SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR: 88 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 99 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang :

Mengingat

KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 serta tertib
administrasi pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati
Probolinggo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo kepada

Pemerintah Desa.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerabh;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Probolinggo Kepada Pemerintah Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29
Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 99
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PROBOLINGGO KEPADA PEMERINTAH DESA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada

Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo
Nomor 29 Tahun 2020, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1.

2.

Ketentuan Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 2
Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa disalurkan melalui Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara swakkelola dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Ketentuan Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 8
Pencairan bantuan keuangan dilakukan setelah ada permohonan
pencairan dari Pemerintah Desa.
Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk
dilakukan verifikasi.
Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat membentuk Tim Verifikasi
dengan Keputusan Bupati.
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
rekomendasi pencairan dan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah
untuk dilakukan pencairan.
Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Badan
Keuangan Daerah mencairkan dana bantuan keuangan ke rekening
Pemerintah Desa penerima.
Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (5)
dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau
pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Pemerintah Desa penerima.
Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar 60% (enam puluh
perseratus) dan tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) sesuai
kemampuan keuangan daerah.
Pencairan tahap II dapat dilakukan setelah desa menyelesaikan sekurang
kurangnya 75% (lima puluh perseratus) dari kegiatan tahap I dengan
dibuktikan Berita Acara Monitoring progres kemajuan fisik oleh Kecamatan
dan dokumentasi fisik yang diketahui oleh Camat.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI PROBOLINGGO
ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 88 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM
T %

\

PRIYO SISWOYO, SH, MH

BPembina
NIP. 19680412 199103 1 025






